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ABSTRAK


ZULKIFLI DETI. S2117085. PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TENILO KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

[image: ]Penelitian ini betujuan untuk mengetahui peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa di desa Tenilo, kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun fokus dari penelitian ini adalah Badan Permusyawaran Desa dalam perencanaan pembangunan desa. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dilaksanakan melalui dari wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dari analisa data yang penulis lakukan dalam perencanaan pembangunan desa Badan Permusyawaran Desa di desa Tenilo sudah berjalan dengan baik dan masih perlunya perubahan format dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang lebih mencerminkan dari setiap dusun.

Kata kunci : Peran Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan Pembangunan.















ABSTRACT


ZULKIFLI DETI. S2117085. THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY IN THE VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING AT TENILO, TILAMUTA SUBDISTRICT, BOALEMO DISTRICT

[image: ]This study aims to investigate the role of the Village Consultative Agency in the village development planning at Tenilo, Tilamuta subdistrict, Boalemo district. This study is a descriptive qualitative design. The focus of this study is the Village Consultative Agency in village development planning. The method used in collecting data is through interviews, observation, and documentation. Based on the data analysis found in the village development planning, the Village Consultative Agency at Tenilo has been operating well even though there is still a need for changes to the format in the membership of the Village Consultative Agency which is more representative of the existence of each sub-village.

Keywords: village consultative agency, village development planning
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
	Desa Tenilo adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Tilamuta  Kabupaten Boalemo, yang memiliki 3 (tiga) wilayah dusun.Di setiap desa memiliki pemerintahannya masing-masing, pemerintahan desa terdiri dari kepala desa atau biasa dikenal dengan ayahanda. Selain kepala desa pemerintahan desa juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekertaris desa dan pelaksana teknis lainnya.Setiap pemerintah desa memiliki tugas dan fungsi masing-masing. BPD di desa Tenilo berjumlah 5 orang, yakni 1 ketua dan 4 orang lainnya adalah anggotanya. Masa jabatan dari BPD adalah 6 tahun, setelah 6 tahun BPD masi bisa diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan. Sebagai pimpinan BPD atau anggotanya BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala desa atau aparat desa.
Adapaun fungsi dari BPD berfungsi untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkannya dalam musyawarah desa. Disaat ini pandangan masyarakat terhadap BPD adalah sebagai pengawas kinerja kepala desa saja, tanpa mereka sadari BPD adalah sebuah lembaga desa yang mempunyai fungsi dan peran dalam menampung serta mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
	Setelah aspirasi masyarakat diterima oleh BPD lalu dikelola dan di bahas dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah desa terdapat beberapa pembahasan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPDesa) dan Rencana Kerja PemerintahDesa (RKPDesa). RPJMDesa dilaksanakan setiap 6 tahun sekali sedangkan RKPDesa dilakukan setiap 1 tahun sekali. Dalam setiap penyelenggaraan musyawarah desa selalu dilibatkan msayarakat desa.
	Sebagai suatu objek pembangunan dalam suatu desa masyarakat seharusnya sudah terlibat dalam perencanaan pembangunan desanya sendiri, agar supaya segala keperluan atau kebutuhan masyarakat desa dapat langsung di programkan dalam musyawarah desa tersebut dan langsung di prioritaskan dalam perencanaan pembanguan desa sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini masyarakat harus dapat berpartisipasi dan memaksimalkan segala ide-ide kreatif untuk membangun desanya sendiri. Segala sesuatu yang sudah direncanakan adalah yang menjadi kepentingan masayarakat dan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah di musyawarahkan bersama aspirasi tersebut lalu dimufakadkan bersama pemerintah desa. 
Setiap desa memiliki dana atau anggaran yang dapat dikelola sendiri oleh desanya tersebut, dalam pengelolanaan dana desa ini dibutuhkan peran dari BPD untuk mengawasi pembangunan yang ada di desa bersama masyarakat. Walaupun saat ini pemerintah telah mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak khawatir terhadap penyelewengan anggaran dana desa. Tetapi dengan adanya fakta yang ada di masa skarang ini yaitu tidak sedikit desa yang ditemukan menyelewengkan dana desa yang dikelola. Sehingganya pada saat ini masyarakat sangat mengharapkan peran dari BPD untuk mengawal serta mengawasi proses perencanaan yang ada di desa dengan merancang suatu regulasi atau aturan desa yang sering di kenal dengan perdes. 

	Peraturan desa dirancang berdasarkan hasil dari musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta kaum perempuan yang ada di desa. Tujuan dilibatkan masyarakat dalam musyawarah desa tersebut adalah untu memberikan ide pikiran bagaimana pembangunan desa kedepannya dan diharapkan mampu untuk melahirkan pemikiran yang kritis sehingga dapat menghasilkan keputusan yang strategis, demokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat yang ada di desa.Dalam musyawarah desa terdapat beberapa hal yang harus diperhatilkan yaitu :
1. Transparan, maksud dari transparan tersebut adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa harus di sampaikan kepada masyrakat dan disosialisasikan ke seluruh masyarakat yang ada di desa.
2. Keterbukaan, tujuan dari keterbukaan adalah tidak membatasi kalangan masyarakat desa untuk ikut hadir dalam musyawarah desa karena pada dasarnya usyawarah desa adalah wadah untuk mengungkapkan atau menyampaikan ide.
3. Pertisipatif, dalam hal ini masyarakat aktif untuk dapat mengambil keputusan atau kebijakan dalam musyawarah desa.
4. Kesetaraan, semua peserta yang hadir dalam musyawarah desa tersebut memiliki hak yang sama dalam menyampaikan ide atau pikiran.
5. Demokratis, peserta musyawarah desa diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus membeda-bedakan suatu golongan.
6. Keterbukaan, semua masyarakat desa mempunyai hak untuk mengikuti musyawarah desa  dan segala keputusan yang terjadi di musyawarah desa harus diketahui oleh seluruh masyarakat desa.
7. Keadilan, segala keputusan yang ditentukan dalam musyawarah desa harus adil dan tidak berpihak pada kelompo-kelompok tertentu.
8. Musyawarah mufakat, negara Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang segala keputusannya diambil berdasarkan hasil dari hasil musyawarah. Berdasarkan sila ke-4 dalam pancasila yaitu segala sesuatu dimusyawarahkan. 

	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat strategis dalam desa, namun pada kenyataanya BPD sejauh ini masih saja belum maksimal dalam menjalankan fingsinya sebagai penampung aspirasi masayarakat desa. Di Desa Tenilo BPD begitu cuek dengan kondisi masyarakat padahal masyarakat sangat butuh tempat untung penampungan aspirasi, sehingganya aspirasi masyarakat mengenai masalah-masalah yang ada di desa masih belum ada solusinya. Sehingganya dapat mengganggu mekanisme check and balance dalam pemerintahan desa dan dapat memperlemah proses demokrasi ditingkat desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan masyarakat desa yang bersangkutan sesuai dengan perwakilan wilayah dan dipilih dengan demokrasi. BPD merupakan tokoh masyarakat, golongan profesi, toko adat, dan tetua agama yang ada di desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa anggota BPD berhak dalam pengawasan serta berhak juga mendapatkan keterangan dari penyelenggara pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. BPD juga merupakan mitra kerja dari pemerintah desa yang berfungsi untuk mempahas dan menetapkan peraturan pembangunan di tingkat desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa.Oleh karena itu BPD harus memang betul-betul masyarakat asli dari desa tersebut dan dilakukan pemilihan secara adil atau secara demokratis.
1.2	Rumusan Masalah
Bertolak dari latar balakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo?
1.3	Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1.3.1	Tujauan Penelitian
Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahuai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.








1.3.2	Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah peneliti terima selama perkuliahan di Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Sebagai kontribusi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan Pembangunan desa di Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta  Kabupaten Boalemo.
















BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1	Pemerintah Desa
	Sugiman (2018:83) “Pemerintah serta pemerintahan mempunyai berbedaan arti. Arti dari pemerintah adalah alat atau organ suatu negara dan memiliki fungsi tugas untuk menjalankan pemerintahannya, adapun arti dari pemerintahan yaitu bagian dari fungsi pemerintah”
Mosca (2017:7) menyatakan bahwa disetiap masyarakat, baik masyarakat yang masih tradisional maupun yang modern, pasti dapat diketemukan sekelompok kecil (minoritas) individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya.” Menurut definisi diatas, umumnya pemerintah adalah suatu kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan, dengan ini berarti melaksanakan atau menjalankan segala wewenang yang sah dengan membendung dan jenjang taraf hidup masyarakat dengan tindakan berbagai pelaksanaan keputusan
	Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa “Pemerintah desa adalah penyelenggara segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Menurut Undang-Undang diatas, Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau sebutan lainnya berdasarkan daerah masing-masing dan dibantu oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa seperti, sekretaris desa dan kepala dusun. Selain itu juga terdapat perangkat desa lainnya yang berfungsi dalam mengambil keputusan di tingkat desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Adapun lembaga lainnya yaitu lembaga keagamaan dan lembaga adat yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Sebagai wilayah otonom, desa diberikan kebebasan dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerinthannya sendiri sesuai dengan kerakteristik masing-masing wilayah kemudian dipertanggung jawabkan kepada Bupati atau Walikota
	Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyeleggaraan urusan pemerin tahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:3) “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.   
Sugiman (2017:94) “Pemerintah desa adalah dilaksanakan oleh: Pertama, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; kedua, dalam menjalankan roda pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa (kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan), unsur kewilayahan (kepala dusun), dan pelaksana teknis terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan.” 
Berdasarkan pernyataan diatas, Pemerintahan dibutuhkan dalam kehidupan bernegara untuk mengatur, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan rakyat karena hakikat sifatnya suatau negara adalah memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup keduanya.  Dengan keberadaanya suatu pemerintahan, semua wilayah dan daerah beserta batasan-batasannya dapat diawasi dan dapat di atur dengan mudah. Dengan adanya daerah otonom pemerintah desa diberikan kebebasan untuk mengelola dan menata segala sesuatu yang dibutuhkan di desa masing-masing. 
2.2	Peranan
	Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), “yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.”
	Menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) “peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.”
Menurut definisi diatas bahwa peran adalah suatu individu yang berhuubungan dengan sistem yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
	Menurut Riyadi (2002:138) “Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.”
	Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (2008:1173), “peranan mempunyai arti sebagai berikut: “peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa”. Seseorang yang telah melakukan hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukannya berarti dia telah menjalankan suatu peranan.
Menurut Narwako dan Suryanto (2006:160) yang mengatakan “bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan proses sosialisasi, yang merupakan  suatu tradisi, kepercayaan, nila-nilai, norma-norma dan pengetahuan”. 
Miftha Thoha (2005:10) “Peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.”
Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) “Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut: Memberi arah pada proses sosialisasi; Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan; Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.”
Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987:197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:
1. Peran bersifat ipersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilau kerja (task berhavior) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity).
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama seseorang yang melakuakan satu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran.
2.3	Badan Permusyawaratan Desa
	Di tegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan diatur lebih rinci lagi dalam peraturan pemerintah  Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005. Dalam peraturan perundang-undangan ini disebutkan dan dijelaskan bahwa BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa, disamping itu BPD juga memiliki fungsi mengawasi kinerja Pemerintahan Desa.
	St. Ainun Mardiyah (2019:111) “Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain. Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari : 1. Anggota Rukun Warga, 2. Pemangku Adat, 3. Golongan profesi, 4. Tokoh Agama dan, 5. Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini.”
	Ester Juita Punu (2016:6) “Cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang.
b. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang.
c. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (Sembilan) orang.
d. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.
e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang.”
	Emilda Firdaus (2011:1-6) “Untuk mewujudkan otonomi dan demokrasi dalam pemerintahan desa tersebut, maka diperlukan pengaturan yang jelas khususnya keberadaan BPD di setiap kabupaten Di Indonesia. Agar peraturan dilaksanakan dengan baik di setiap daerah maka diperlukan pengaturan lebih lanjut yang disebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau yang sering disebut dengan PERDA khususnya mengenai Badan Permusyawratan Desa (BPD). Fungsi dan wewenangya BPD dalam membahas rancangan peraturan desa serta menetapkan peratura desa bersama Kepala Desa merupakan kerangka kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Peraturan desa disusun secara demokratis dan parsitipatif, yakni untuk penyusunannya melibatkan parsitipasi dari masyarakat.”
Ester Juita Punu (2016:4-5) “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 5 masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.”
2.4	Perencanaan Pembangunan Desa
2.4.1	Pengertian Perencanaan
Sukanto Reksohadiprodjo (1986:21) Menurut Harold Koontzdan Cyril O’Donnel, “perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakankebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Menurut Sukanto Reksohadiprodjo perencanaan adalah penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan.”
Turner dan Hulme (1997) dalam Yeni Nur Afifah  (2019:53), “perencanaan merupakan proses modernisasi perubahan menyeluruh dari masyarakat tradisional atau pra-modern ke bentuk penguasaan teknologi dan perubahan organisasi sosial masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan stabilisasi politik sebagaimana yang terjadi di dunia barat.”
 Bryant dan White (1982) dalam Yeni Nur Afifah (2019:53) “menganggap perencanaan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan dengan beberapa implikasi berupa pemberian perhatian terhadap kapasitas, segala yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan, dan tenaga untuk membuat perubahan yang mencakup keadilan, mengingat perhatian yang berat sebelah ke kelompok tertentu dapat memecah belah masyarakat sehingga bisa mengurangi kapasitasnya, dan penumbuhan kuasa dan wewenang tertentu, mereka akan menerima manfaat pembangunan.”
Proses perencanaan berdasarkan pendapat dari Berry (1993) dalam Mahi dan Trigunarso (2017) dalam Yeni Nur Afifah (2019:53) meliputi tujuh tahap berikut. 
1. Diagnosis masalah
2. Perumusan tujuan 
3. Proyeksi dan perkiraan 
4.  Pengembangan alternative
5. Analisis kelayakan
6.  Evaluasi
7. Implementasi
	Menurut J.B.Kristiadi (1995:12) menyebutkan bahwa “perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan dimuka hal-hal yang akan dikerjakan dikemudian.  Dengan kata lain, planning adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang”.
	Dari penegertian tentang perencanaan diatas maka diperlukan beberapa persyaratan dalam menyusun suatu perencanaan seperti yang dikemukakan oleh S.P.Siagian (1987:108) dimana rencana itu harus :
a. Mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
b. Dibuat oleh orang-orang yang sudah memahami organisasi.
c. Dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami trknik-teknik perencanaan.
d. Disertai oleh perincian dan teliti.
e. Tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran dan pelaksanaan.
f. Bersifat sederhana.
g. Bersifat luwes.
h. Terdapat pengambilan resiko.
i. Merupakan forecasting.
Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) “mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.”
	HAW Widjaja (2010) Perencanaan dapat dibagi beberapa bagian berdasarkan janga waktu yaitu:
a. Perencanaan jangka waktu panjang, biasanya perencanaan ini membutuhkan rentan waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang ini adalah pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
b. Perencanaan jangka menengah, biasanya dalam perencanaan ini mempunyai rentan waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan ini masih bersifat umum, tetapi dengan sasaran kelompok yang besar (sasaran sektoral sudah dapat diproyeksikan dengan jelas).
c. Perencanaan jangka pendek, perencanaan ini mempunyai rentan waktu 1 tahun atau biasa disebut rencana operasional tahunan. Perbandingan antara rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya rencana yang akurat.

2.4.2	Pengertian Pembangunan
Menurut Sondang P. Siagian (1987:2) “pemban   gunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju medernitas dalam rangka pembangunan bangsa (nation building)”.
Yang berperan dalam pembangunan adalah pemerintah dan dibantu oleh elemen masyarakat. Sehingganya pembangunan itu sendiri tidak dibebankan ke pemerintah saja melainkan ada partisipasi dari masyarakat, yang menjadi tugas pemerintah dalam pembangunan adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi serta mengevaluasi. Adapun tugas masyarakat dalam pembangunan yaitu sebagai sumbansi ide dan tenaga. Diantara kedua elemen diatas tidak dapat dipisahkan karena tanpa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat suatu pembangunan tidak dapat dikatakan lancar.
Pembangunan adalah salah satu proses untuk mencapai suatu tujuan Negara. Dalam suatu pembangunan tentunya melibatkan banyak faktor yang saling berhubungan antara satu sama lain. Dalam pembangunan tidaklah langsung begutu saja dilakukan, tetapi masih ada proses perencanaan pembangunan tetapi banyak yang mempengaruhinya yait u kerja sama anatara pemerintah dan masyarakat. Dalam proses pembangunan juga sangat berpengaruh komunikasi, baik itu komunikasi melalui media masa maupun komunikasi secara langsung anatara masyarakat dan pemerintah. Ketika komunikasi dalam dua pihak ini tidak lanjar maka akan berpengaruh juga dalam proses pembangunan.
	Anggara dan Sumantri (2016:46) “Pembangunan adalah pembaharuan bentuk perubahan ke arah yang dikehendaki, tetapi lebih berkaitan dangan nilai-nilai atau sistem nilai. Pembangunan juga berarti pembaharuan, tetapi pembaharuan tidak selalu harus berarti pembangunan”.
Proses pembangunan dapat dikehendaki dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan, baik perubahan di bidang ekonomi, pertanian, industri, jasa, perubahan kelembagaan, baik dalam hal regulasi maupun reformasi kelembagaan. Setelah dapat kita ketahui pengertian dari pembangunan maka selanjutnya kita memahami arti dari pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perencanaan yang sistematis, dengan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu : 
a. Permasalahan dan potensi yang ada 
b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai 
c. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran etrasebut 
d. Penerjemahan rencanan kedalam bentuk program yang nyata. 
e. Jangka waktu pencapaian tujuan
Pembangunan terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah suatu pembangunan dalam bentuk fisik seperti pasar masyarakat, jalan, jembatan, dan masih banyak lagi pembangunan fisik lainnya. Sedangkan pembangunan non fisik yaitu pembangunan SDM, ekonomi desa, pendidikan, dan kesehatan. Dalam pembangunan ini diperlukan hanyalah dengan cara membimbing masyarakat bagaimana mereka dapat termotivasi untuk membangun daerahnya sendiri.
2.4.3	Perencanaan Pembangunan
	Riyadi dan Bratakusuma (2003:7) berpendapat “perencanaan pembangunan dapat diartikan  proses atau tahap dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, dimana dalam tahapan inidibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan  bagi serangkaian alur  yang sistematis  yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat  umum baik secara fisik maupun non fisik”.
Coraile B dan Louise G. White (1982) dalam Yeni Nur Afifah (2019:52) “mengemukakan bahwa pembangunan merupakan peningkatan kapasitas seseorang untuk mempengaruhi masa depannya, program-program yang dibuat tidak hanya membuahkan perubahan fisik konkrit melainkan melibatkan masyarakat untuk memberikan pendapat dn masukan terhadap perubahan yang terjadi. Dari definisi tersebut, pembangunan tidak hanya diukur dari modernisasi gaya atau teknologi, tetapi juga dari potensi daerah dan pemanfaatannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.”
Heiling dkk (2005) dalam Yeni Nur Afifah (2019:52-53) “bahwa dalam konsep pembangunan lokal, pemerintah lokal merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan program pembangunan, termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, penegakan aturan, dan proses akuntabilitasnya. Kehadiran Dana Desa ini memberikan peluang dan fasilitas lebih besar bagi desa untuk melaksanakan pembangunan lokal yang nantinya diharapkan dapat membantu desa menjadi lebih mandiri dan maju.
	Arthur W.Lewis (1965) dalam Sjafrizal (2017:24) Mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai "suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangrang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif”
	ML.. Jhingan (1984) dalam Sjafrizal (2017:25) "perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula"
	Khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai berikut "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah"
2.4.4	Pembangunan Desa 
	Jefri S.Pakaya (2016:83) “Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintahan Desa memerlukan kewenangan dalam penyelenggaraannya, baik itu kewenangan yang bersifat asal usul maupun kewenangan atributif. Dimana kewenangan-kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama guna mewujudkan tujuan otonomi daerah.”
	Dalam undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 mengenai Pembangunan Desa, bahwa penyusunan perencanaannya melibatkan masyarakat. Keterlibatkan masyarakat dalam hal ini adalah menuangkan ide atau gagasan untuk membangun desanya sendiri Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dapat dilihat dalam tahapan pelaksanaan Musrenbangdes. Musrenbangdes diawali dengan kegiatan yang dikenal sebagai Rembug warga. Rembug warga merupakan salah satu wahana masyarakat untuk menyampaikan segala permasalahan yang ada di desa.
	Dibentuknya Undang-Undang tentang Desa secara tersendiri, yang merupakan pemisahan peraturan perundang-undangan tentang desa dari pemerintahan daerah dengan misi memperbaiki dan menyempurnakan ketentuanketentuan yang ada di dalamnya, adalah dengan tujuan utuk membentuk desa yang modern berbasis masyarakat sebagai civil society, dimana tersedia ruang publik dan kondisi yang memungkinkan tumbuhnya masyarakat dengan ciri-ciri mandiri, otonom, dan sukarela. Selain itu Undang-undang tentang Desa juga akan memberikan legitimasi dan justifikasi yang lebih kuat bagi self governing community sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan prinsipprinsip demokrasi seperti checks & balances, tranparancy, dan accountability.


2.5	Kerangka Fikir
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organisasi yang ada di desa sebagai badan yang menentukan peraturan desa, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai besar dalam membantu Kepala Desa dalam penyusunan perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa memiliki funsi: a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan kinerja Kepala Desa.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1	Objek Penelitian
	Adapun objek dari penelitian ini adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa (Studi Kasus Di Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo) 
3.2	Jenis Penelitian
	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan kondisi atau situasi secara objektif tentang apa yang menjadi fokus penelitian yang menggunakan pendekatan secara kualitatif. 
Ma’ruf Abdullah (2015:220) mendefinisikan penelitian deskriptif “merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.
3.3	Fokus Penelitian
	Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran BPD di Desa Tenilo dalam perencanaan pembangunan desa serta peran BPD dalam menampung dan mewujudakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.




3.4	Informan
	Dalam penelitian ini terdapat beberapa pertimbangan untuk menentukan informan penelitian, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini 4 orang anggota BPD dan masyarakat.
Menurut Sugiyono (2009:300). “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan”. Oleh karena itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aparat desa dan masyarakat.
3.5	Jenis Data
	Dalam masa pengumpulan data peneliti menggunakan dua jenis data yaitu:
1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti mendapatkan data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari aparat desa.
2. Data sekunder, merupakan data yang sudah tersedia dalam berbaagai bentuk dan biasanya data ini tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen dan laporan tertentu. Data sekunder pada umumnya merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.




3.6	Teknik Pengumpulan Data
	Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:
1. Wawancara
Wawancara adalah salah satu metode atau teknik pengumpulan suatu data penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang peran BPD dalam pengawasan pembangunan.
2. Observasi
Observasi sangat berkaitan dengan objek penelitian dan mengamati secara langsung. Tahap awal dalam observasi ini adalah pengamatan yang bersifat secara umum tujuannya untuk mendalami kegiatan yang terjadi dan dikaitkan dengan masalah penelitian.
3. Dokumentasi
Dalam pengumpulan suatu data, terdapat beberapa bentuk data yang relavan dengan penelitian. salah satunya adalah bentuk data dokumentasi atau catatan yang dianggap penting oleh peneliti. 
3.7	Teknik Analisis Data
	Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa interaktif. Analisa interatif memiliki komponen-komponen sebagai berikut:
1. Reduksi Data (Reduction)
Reduksi data adalah mengumpulkan data dilapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti mengkategorikan atau meilah-milah data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi maka dilakukan penyajian data dan disusun sesuai dengan kategori yang dibutuhkan untuk ditampilkan pada permasalahan yang dihadapi peneliti. Hal tersebut dapat membantu memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu pada penelitian.
3. Menarik Kesimpulan (Conclusion Drawin/Verification)
Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat suatu kesimpilan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahp pengumpulan data. Kesimpulan adalah suatu jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan peneliti sejak awal.










BAB IV
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian
	Desa Tenilo adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo. Desa Tenilo memiliki 3 dusun dengan jumlah penduduk 766 jiwa. Desa Tenilo memilki pemerintahannya sendiri dimana memiliki kepala desa dan aparat desa. Jumlah aparat desa Tenilo adalah 20 orang yang di dalamnya terdiri dari sekretaris desa 1 orang, Kepala urusan/kepala seksi 6 orang, staf desa (oprator komputer) 1 orang, kepala dusun 3 orang, BPD 5 orang, dan LPM 4 orang. Desa tenilo memiliki visi dan misi sebagai berikut :
· Visi
”Terwujudnya masyarakat desa Tenilo yang bersih, berwibawa, aman, damai, dan sejahtera sesuai harapan pemerintah daerah.
· Misi 
1. Menegakan disiplin desa Tenilo.
2. Membina menyelenggarakan bantuan kepada masyarakat desa Tenilo.
3. Mengembangkan usaha bantuan mikro, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sampai ke dusun-dusun agar dapat mensejahterakan desa Tenilo pada umumnya.
4. Mengembangkan tempat-tempat yang ada di desa Tenilo.



4.1.1	Sejarah Desa Tenilo
a. Legenda Desa
Nama desa Tenilo diberikan masyarakat pada terjadi pemekaran Desa Tenilo, dinamakan desa Tenilo karena pada zaman dahulu masyarakat ditempat ini sulit mendapatkan air, sehingga mereka membuat pancuran dari seng dan untuk mendapat air dari sela-sela batu.
	Peninggalan dari orang tua masa silam yang sampai saat ini seng tersebut masih utuh, namun sudah dibaluti oleh zat kapur dan ditandai pula dengan sebuah pohon kayu longiti, konon kabarnya pohon tersebut terdapat dedaunan  yang sudah sekian lama tapi masih tetap hijau (belum lapuk) dan anehnya lagi kayu tersebut tidak boleh dipotong rantingnya apalagi dipotong pohonnya, jika hal tersebut dilakukan oleh masyarakat maka bisa berakibat fatal. Dari sejarah tersebut diangkat nama desa yakni (TENILO).
b. Sejarah Pemerintah Desa Tenilo
Desa Tenilo pada masa silam merupa bagian dari desa pentadu timur yang terdiri dari (4) empat dusun yaitu, Dusun Lipa, Dusun Tambe, Dusun Poheita Daa, dan Dusun Bini. Yang dipimpin oleh kepala desa Bpk Toni Hakim, Kemudian pada tahun 2005 desa Tenilo terbentuk menjadi desa persiapan yang dijabat oleh Bpk Jonarjo Adam, kemudian pada tahun 2005 desa Tenilo menjadi desa depinitif setelah diadakan pemilihan kepala desa yang dimengkan oleh Yahya Kumai.


4.1.2	Letak Geografis Desa Tenilo
a. Batas wilayah
Tabel 1.
Batas Wilayah Desa Tenilo
	No
	Batas
	Desa/Kelurahan
	Kecamatan

	1
	2
	3
	4

	1
	Sebelah Utara
	Desa Pangi
	Dulupi

	2
	Sebelah selatan
	Laut Teluk Tomini
	Tilamuta

	3
	Sebelah timur
	Desa Dulupi
	Dulupi

	4
	Sebelah barat
	Desa Pentadu Timur
	Tilamuta


Sumber : Kantor Desa Tenilo 2021
Tabel 2.
Luas Wilayah Desa Tenilo Menurut Penggunaanya
b. Luas Wilayah
	No
	LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAANYA
	LUAS

	1
	2
	3

	1
	Luas pemukiman
	159,5 Ha

	2
	Luas perkebunan
	124 Ha

	3
	Luas pekarangan
	4,5 Ha

	4
	Perkantoran
	1,5 Ha

	5
	Tanah perkebunan rakyat
	154,5 Ha

	6
	Hutan mangrove
	3,5 Ha

	7
	Perkantoran pemerintah
	15 x 25 M

	8
	Bangunan sekolah
	82 x 60 M

	9
	Hutan asli
	4 Ha


Sumber : Kantor Desa Tenilo 2021
Tabel 3.
Jarak dan Waktu Tempuh Dari Desa Tenilo Ke Pusat Pemerintahan
c. Jarak dan waktu tempuh ke pusat pemerintahan
	No
	URAIAN
	JARAK DAN WAKTU TEMPUH

	
	
	JARAK
	WAKTU

	1
	2
	3
	4

	1
	Ke pemeritahan kecamatan
	16 KM
	1 Jam

	2
	Ke pemerintahan Kabupaten
	17KM
	1 Jam

	3
	Ke pemerintahan provinsi
	110 KM
	3 Jam


Sumber : Kantor Desa Tenilo 2021

4.2	Penyajian Data
4.2.1	Tahap Perencanaan
	Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang dinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Secara umum perencanaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan.
 
Perencanaan adalah salah satu langkah pertama yang dilakukan dalam sebuah proses untuk melakukan sesuatu. Perencanaan juga merupakan orientasi masa yang akan datang serta metode atau cara apa yang kita gunakan dalam mencapai tujan yang kita targetkan. Meskipun perencanaan berpengaruh pada orientasi yang  akan datang, perencanaan juga berpengaruh pada masa sekarang, karena ketika kita berorientasi ke masa yang akan datang dengan sendirinya kita memikirkan apa yang sedang terjadi di masa sakarang. Tujuan dari perencanaan itu sendiri adalah bagaiman kita tetap konsentrasi terhadap pembangunan yang akan datang.
	Dalam proses perencanaan tentunya tidak lari dari visi dan misi seorang pemimpin dalam suatu daerah tersebut. Perencanaan harus mampu melihat tujuan yang ditargetkan serta langkah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan memiliki empat komponen yaitu memilih, menyediakan sumber daya, meraih tujuan, dan berorientasi pada masa yang akan datang. Perencanaan harus didasari dangan suatu ilmu dan keahlian masing-masing, bagaimanapun seorang ahli perencana tidak mungkin mampu menguasai ilmu perencanaan itu sendiri secara detail dan masih membutuhkan disiplin ilmu lainnya.
	Tahapan perencanaan desa tahap awal dilakukan oleh pemerintah desa yang didalamnya ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam desa untuk mencapai tujuan bersama. Perencanaan pembangunan desa disusun sesuai hak asal ususl  dan kewenangan berskala lokal yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. 
Arthur W. Lewis (1965) Dalam Sjafrizal (2017:24-25) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai: “suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif”.
	BPD adalah salah satu lembaga legislasi desa yang berperan dalam melakukan perencanaan desa. Oleh karena itu dijelaskan oleh ketua BPD desa Tenilo bahwa :
”Peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari bagian perencanaan. karena PBD disamping mengawasi kinerja kepala desa BPD juga ikut serta dalam perencanaan baik perencanaan jangka pendek maupun perencanaan desa jangka panjang.” (wawancara tanggal 20 januari 2021)
Dari penjelasan ketua BPD diatas dapat disimpulkan bahwa BPD desa Tenilo  selalu ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa. Ketua BPD juga menjelaskan peran BPD desa Tenilo dalam hal perencanaan :
“Dalam hal perencanaan kami BPD yang ada di desa Tenilo selalu melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan perwakilan perempuan. Sehingganya semua aspirasi dari kalangan dapat kami kumpulkan dalam proses perencanaan dan akan kami anggarkan di dana desa.” (wawancara tanggal 20 januari 2021)
	Ketua BPD juga menambahkan beberapa aspirasi masayarakat berupa keluhan, berikut adalah penjelasannya :
“Kami BPD desa Tenilo menerima aspirasi dari masyarakat yang  mana aspirasi tersebut berupa keluhan genangan air di jalan saat hujan turun, dari keluhan itu kami BPD menyimpulkan untuk menganggarkan saluran air pada anggaran dana desa”. (wawancara tanggal 20 januari 2021
	BPD desa Tenilo tidak hanya fokus dalam perencanaan pembangunan desa melainkan ada beberapa tupoksi yang di jalankan oleh BPD itu sendiri, seperti menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat disamping itu BPD juga melakukan musyawarah baik itu musyawarah BPD maupun musyawarah desa. BPD juga berhak memberi persetujuan pemberhentian sementara perangkat desa dan menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Selain pernyataan ketua BPD di atas, anggota BPD desa Tenilo juga aktif dalam perencanaan desa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu anggota BPD:
“Kami anggota BPD juga aktif dalam kepengerusan BPD baik itu dalam hal merancang perdes, mengawasi kinerja kepala desa, dan menampung aspirasi masyarakat”. (wawancara 23 januari 2021)
	BPD desa Tenilo tidak hanya fokus dalam perencanaan pembangunan desa melainkan juga fokus dalam tugas-tugas BPD lainnya. Tetapi pada saat ini salah satu anggota BPD telah memundurkan diri, dan sampai saat ini belum ada yang menggantikan posisi dari anggota tersebut. Menurut penjelasan dari sekretaris desa Tenilo :
“Untuk sementara anggota BPD yang telah memundurkan diri belum ada penggatinya, tetapi untuk kekosongan jabatannya masih di isi oleh salah seorang masyarakat perwakilan perempuan yang sempat mencalonkan diri kemarin dalam pemilihan BPD” (wawancara tanggal 3 februari 2021)
Sebagai salah satu lembaga legislasi desa BPD juga perlu pengawasi kinerja kepala desa tetapi dalam pengawasan kinerja kepala desa BPD sering mendapatkan hambatan seperti keterlambatan penyusunan laporan kinerja kepala desa, sebagaimana penjelasan dari ketua BPD desa Tenilo sebagai berikut :
“Dalam hal pengawasan kinerja kepala desa kami BPD selalu mengawasi kinerjanya, akan tetapi kami sering menemukan kendala sperti keterlambatan penyusunan laporan kinerja kepala desa”. (wawancara tanggal 5 Februari 2021)
Dalam hal perencanaan pembangunan desa BPD juga melibatkan pemerintah desa pada saat pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Pada saat pelaksanaan BPD dan pemerintah desa akan membentuk tim untuk bekerja sama dalam hal pengawasan dan tim pengawas ini wajib melaporkan hasil dari pengawasan tersebut.
Sebagaimana hasil dari wawancara yang saya dapatkan dari informan masyarakat, mereka menejelaskan: 
“bahwa mereka selalu dilibatakan dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa dan dilibatkan tidak hanya orang-orang terpenting saja tetapi seluruh masyarakat desa dilibatkan, baik, itu perempuan atau masyarakat biasa lainnya.” (wawancara 15 april 2021)
Dari hasil penelitian mengenai peran BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, menurut tokoh masyarakat  mengatakan;
“peranan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa cukup baik dan terbuka, mereka mengundang masyarakat untuk meminta pendapat sebelum membuat perdes, dengan demikian dapat menjaring kemauan masyarakat” (wawancara 15 April 2021)
4.2.2   Tahap Pelaksanaan 
	Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tentu harus dipertimbangkan dan direncanakan sebaik mungkin. Agar pembangunan tepat sasaran dan benar-benar sesuai harapan masyarakat. Dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat BPD telah menyerap aspirasi masyarakat seperti yang di katakan oleh anggota BPD sebagai berikut :
“Selama kami menjabat sebagai BPD di desa Tenilo, kami sudah menyerap beberapa aspirasi dari masyarakat baik itu dari masyarakat dusun 1, dusun 2, maupun dusun 3. Contoh aspirasi masyarakat yang kami dapatkan seperti, masyarakat resah dengan genangan air ketika hujan turun, rema muda ingin dibangunkan sarana olahraga dan masih banyak lagi aspirasi dari masyrakat yang kami dapatkan. Dari aspirasi itu kami BPD melakukan musyawarah BPD dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa”. (wawancara tanggal 25 januari 2021)
Selain dari pernyataan anggota BPD di atas peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat desa, dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta, dari beberapa informan yang diwawancari sebagian besar mengatakan BPD sangat berperan terbukti dengan seringnya BPD bersama Kepala Desa mengajak dan menghimbau masyarakat dalam melaksanakan kerjabakti dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan. Hal  tersebut diperkuat dengan pernyataan  seorang masyarakat desa Tenilo beliau mengatakan;
“BPD dalam pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pengambilan kebijakan, keputusan sampai pada pelaksanaannya sangat berperan aktif terlihat dari pelaksanaan musrenbang sampai pada pelaksanaannya, Kepala Desa serta aparatnya selalu ada.” (wawanara 18 April 2021)
4.2.3   Tahap Pengawasan
Aggota BPD juga menjelaskan mengenai pengawasan kinerja kepala desa Tenilo yang ketika kinerjanya tidak sesuai dengan perencanaan :
“Sebagaimana tugas kami sebagai BPD dalam hal pemeriksaan kinerja kepala desa kami tidak segan-segan memberikan sanksi kepada kepala desa ketika kinerjanya tidak sesuai perencanaan namun sejauh ini kami belum menemukan kinerja kades yang tidak sesuai dengan perencanaan.” (wawancara 23 januari 2021)
4.3    Pembahasan
4.3.1 Tahap Perencanaan
Setiap pembangunan tentunya tidak lari perencanaan, Bintoro (1983:2) menyebutkan  “Dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gojolak-gejolak di dalam pelaksanaannya”. Agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan.
	Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.
Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya.Sebagai lembaga independen/lembaga social dalam tata pemerintahan desa BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaaan diantara mereka. Melalui Badan Permusyawaratan Desa masyarakat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintah Desa yakni dalam hal perencanaan pembangunan
4.3.2 Pelaksanaan
Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya. Besarnya dukungan, sambutan, dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD, menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk, juga dari pelaksanaan suatu peraturan desa. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan BPD dan pemerintah desa, menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan, sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
	Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat bagaiman pembangunan masyrakat desa itu sendiri. Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, tentunya BPD juga memiliki peran untuk mengawasi setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa. Pelaksanaan pembangunan di desa  BPD dibantu oleh masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan desa. 
4.3.3 Pengawasan
	Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek masuk desa, maka sampai saat ini Kepala Desa sudah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kalau dulu setiap proyek bantuan yang turun di desa tidak pernah dibicarakan melalui forum-forum seperti ini, namun dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa maka mulai nampak dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang nyata kepada masyarakat.
	Dalam proses pengawasan maka tidak terlalu dipermasalahkan karena Kepala Desa mampu bekerjasama dengan BPD dan kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan maka BPD akan melakukan dialog secara langsung dan bersifat terbuka selain itu BPD harus mampu membina kehidupan demokrasi yang ada di Desa.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1	Kesimpulan
	Berdasarkan pemaparan dari bab-bab yang sebelumnya, maka kesimpulan dari skripsi ini adalah :
1. Peranan Badan Permusyawarat Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di desa Tenilo sangat besar dalam penyerapan aspirasi masyarakat tentang hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Metode yang dikgunakan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah melakukan bincang-bincang dengan masyarakat di salah satu rumah masyarakat ataupun diluar suasana formal seperti duduk setelah melakukan kerja bakti.
5.2	Saran
	Adapun saran yang diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Tenilo adalah sebagai berikut :
1. Dalam hal melaksanakan tugas pokok BPD harus meningkatkan koordinasi anatara sesama anggota BPD demi kemajuan desa.
2. Untuk memaksimalkan penyerapan aspirasi masyarakat BPD harus menyediakan rumah panampungan aspirasi masyarakat atau bisa disebut sebagai Sekretariat BPD.
3. Demi kesejahteraan masyarakat desa Tenilo, BPD harus mempertanyakan pembangunan yang belum sempat dilaksanakan.
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2. Apakah anda menerima laporan kinerja kades? Dan kapan anda menerima laporan tersebut?
3. Apkah anda memeriksa laporan kinerja tersebut?
4. Apakah anda memberikan sanksi apabila kinerja kades tidak sesuai perencanaan?
5. Apa kendala yang anda temukan dalam pengawasan kinerja kades?

Menampung aspirasi masyarakat :
1. Apakah anda mengundang masyarakat dalam membahas rancangan pembangunan desa?
2. Apakah masyarakat pernah menyampaikan keluhan atau saran dalam pelaksanaan pembahasan pembangunan desa? Berikan contoh keluhan atau saran dari masyarakat
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